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	Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik.
Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan
dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam
rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut
dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. 
Van Metter dan Van Horn ( dalam Leo Agustino, 2016:128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai, “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

	Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah
bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu
bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak
dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan
atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.
Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan
tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.
	


	

	Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka untuk menegakan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon, mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 780/457/BKPSDM Tentang Penggunaan system aplikasi Mobile Presensi ASN (MPRAS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.	
	MPRAS merupakan aplikasi Mobile Presensi Aparatur Sipil Negara milik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang wajib digunakan oleh Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintah kabupaten Cirebon untuk melakukan pencatatan kehadiran. Aplikasi ini terintegrasi dengan SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) dan E-Kinerja. Seluruh Aparatur Sipil Negara dapat mengunduh aplikasi ini melalui Google Play Store. Setelah terinstal, dapat digunakan untuk melakukan perekaman data kehadiran.
	Pencatatan kehadiran pegawai merupakan suatu hal yang penting karena berimbas kepada produktivitas dan aktivitas pegawai. Kehadiran pegawai juga  menjadi dasar dalam pemberian reward maupun punishment dalam pemberian tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai. Salah satu peran penting Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau biasa disebut BKPSDM disini adalah menegakan disiplin pegawai terutama dalam kehadiran.	
Singodimejo (2019:86) “Disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati norma-norma yang berlaku disekitarnya. Disiplin pegawai sangat mempengaruhi tujuan instansi.”

Sumandita, (2018) “Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah perilaku dan untuk meningkatkan kesadaran juga kesediaan seseorang agar mentaati semua peraturan dan norma sosial yang berlaku disuatu perusahaan.”

	Salah satu Instansi yang mulai menggunakan  Mobile Presensi Aparatur Sipil Negara ini adalah SD Negeri 3 Tangkil Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Penggunaan Mobile Presensi Aparatur Sipil Negara di  SD Negeri 3 Tangkil ini kurang lebih satu bulan dengan jumlah pengguna tiga orang guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tiga orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebelumnya SD Negeri 3 Tangkil ini menggunakan absen manual dan baru kali ini menggunakan absensi berbasis digital yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas kinerja dan disiplin kerja pegawainya.
	Terdapat beberapa penelitian sejenis kiranya relevan dan menunjang penelitian ini. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitri Ayu dan Ari Mustofa (2020) yang berjudul Sistem Aplikasi Absensi Menggunakan Teknologi Barcode Scanner Berbasis Android sudah menjelaskan tentang urgensi dari absensi sendiri sebagai bentuk kedisplinan seluruh mahasiswa maupun dosen (komponen pendidikan). Sudah tidak zamannya memakai absensi secara manual, karena keefektifan dan keefisienan yang kurang dalam penerapannya. Maka dari itu, perlu dirancang sebuah aplikasi absensi digital berbasis android guna menggantikan sistem absensi manual. 
	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas yaitu untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian absensi online menggunakan teknologi barcode scanner dalam meningkatkan disiplin pegawai. Hal ini menjadikan peneliti tertarik dalam melakukan kajian tentang penerapan absensi online di SD Negeri 3 Tangkil Kecamatan Susukan dalam meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai.
	Menurut pengamatan peneliti yang terjadi di SD Negeri 3 Tangkil dalam meningkatkan disiplin kerja guru dan tenaga kependidikan masih mempunyai beberapa kendala yaitu :
1. Sebagian Guru dan Tenaga Kependidikan datang terlambat. 
1. Sebagian Guru dan Tenaga Kependidikan pulang sebelum waktunya
1. Guru dan tenaga Kependidikan masih menggunakan absensi manual.
	Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan absensi digital terhadap disiplin kerja dengan judul penelitian “Implementasi  Kebijakan Absensi Scan barcode Pada Aplikasi Mobile Presensi Aparatur Sipil Negara  (MPRAS) Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Guru Dan Tenaga Kependidikan di SD Negeri 3 Tangkil Kecamatan Susukan.
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	Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, peneliti menyatakan rumusan masalah sebagai berikut : “ Impelemntasi Kebijakan absensi Scan barcode pada aplikasi Mobile Presensi Aparatur Sipil Negara (MPRAS) dalam meningkatkan disiplin kerja guru dan tenaga kependidikan di SD Negeri 3 Tangkil belum optimal atau belum efektif.”
	Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan absensi melalui aplikasi MPRAS dalam meningkatkan Disiplin Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan di SD Negeri 3 Tangkil Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon ?
1. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan dalam meningkatkan disiplin kerja Guru dan Tenaga Kependidikan melalui aplikasi MPRAS di SD Negeri 3 Tangkil Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon ?
1. Upaya apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan Disiplin kerja Guru dan Tenaga Kependidikan di SD Negeri 3 Tangkil Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon ?
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1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan absensi melalui aplikasi Mobile Presensi Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan Disiplin Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan di SD Negeri 3 Tangkil.
1. Untuk mengetahui faktor pendukung Implementasi Kebijakan melalui aplikasi Mobile Presensi Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan Disiplin Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan di SD Negeri 3 Tangkil.
1. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Kebijakan melalui aplikasi Mobile Presensi Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan Disiplin Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan di SD Negeri 3 Tangkil 
1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan agar Implementasi Kebijakan Absensi Scan Barcode pada aplikasi MPRAS dapat meningkatkan Disiplin Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan di SD Negeri 3 Tangkil.
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 Setiap penelitian pasti memiliki kegunaan dan manfaat,baik secara teoritis maupun secara praktis.
1. Kegunaan teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan memberi informasi ilmiah dalam mengembangkan ilmu Implementasi Kebijakan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dalam penelitian lenih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat dan ilmu kepada guru dan tenaga kependidikan mengenai Implementasi Kebijakan terhadap disiplin kerja.
1. Kegunaan Praktis 
1. Bagi guru dan tenaga kependidikan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan disiplin kerja melalui Implementasi Kebijakan dengan menggunakan aplikasi Mobile Presensi Aparatur Sipil Negara.
1. Bagi peneliti dan pembaca diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang Implementasi Kebijakan melalui aplikasi Mobile Presensi Aparatur Sipil Negara terhadap disiplin kerja.

